
I.PENDAⅡULUAN

l.1   :Latar Blelakang

Raptt Umum Pemegang Sallam(yang sclattutnya akan disinま 試 RUPS)
adalah organ pcrseroall yttg mcwaHli kepcntingan scluruh pemcgallg sallam

dalam pcrscroall terscbut(Wi街 巧a,2007).Sectta umum,ddam perscroall
tcrbatas tcrdiri dari dua atau lcbih  pcFllcgang sahall■  yaitu pelncgang sahan■
m7o壼as dtt pemegang saham minoritas(Darinawan,2019).

Dalam pengal■bilan kcpu■lsan pada lRIUPS suatll perscroan terbatas,
tcntunya pcmcgang saham mayoritas yang daptt mcmcgang kendali untuk
mcncnmktt k,p■usall yang akan dialnbil,Dalam hal ini tentu stta kcputusan
yang dianlbil dapat nleirugikan kepcntingan dari penlcgaing sahanl lninOritas yang

malla Wttib tumt utuk tmduk ataS kCputuSan yang diambil,scbagai contoh
dalanl Putusan h4A No : 9415 PK[/Pd72019, penulis lnencatat bahwa lr.
Sockardono,M.M.,selaku pcmegang saham minoritas(mcmiliki saham sebanyak
50 saham,dengan pcrsciase 10%)di PT Kharisma lndah Besttti,ddan hal ini
mcngug試 1■aknya mtulk lncncrima bagian kcuntungtt dari p∝ se■Om,yang mma
dikctahuinya pers∝ oan memili壼  kas pda tぬun 2016 scbcsar Rp
60.000.000.000,… dan pada saat yang sama pcrscЮ an juga daptt mcmittamkan
uang kepada Ny.Lina Kosasih(istri dtti pemegmg sallam m70ritas yang juga

merupakan dirchШ  pcrseroan)scbcsar Rp 10.617.360。 197 tanpa adanya
pcrsctljuan pc■ gg■gat scbagai pemegang sttam pada perscro狙 .Gugatan ini
diaukan oleh pcmegang saham mino五 tas terseb■ dikarenakan saak tahun 2013-
2016, perseroan tidakt pernah inen■ bagikan dividen kcpada para pclllegang
saham■ ya″

Hal di ataS lllenun;ukan Se五 ngkali tiinbul pertentangan kepentingan antara

pihak peinegang sahanl lnayoritas dengan pihak pelllegang sahal11 lnilloritas

(Fuaけ,2005).Scbagaimma tel澁 dikcmukakan bahwa pcmcgang saham
minoritas sttgatlah jarang memilik bndali sehingga kcpcntingm pemegttg

saham mimritas mettadi sang狙 澁 tcrabaikan(Sjahdcini,2005).

01ch kTena itu,pcnulis te■arik unmk menyusun skripsi ini dcnganjudul:

“Perlilldungan IIukum Pe..egang sahanl RIinOritas 
アrerhadap Tindakan

Perseroan Terbatas Yang 便ヽerugikan iPelllegaILg Sahanl : Studi ]Kasus
Putusan R⊂ ahka11lah Agung Nolllor:945 PK/Pdt/2019.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tindakan-tindakan perseroan apakah yang dianggap merugikan pemegang
saham minoritas?

2. Bagaimana perlindungan hak-hak Pemegang saham minoritas yang
dirugikan atas Tindakan perseroan (studi kasus: Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 945 PK/Pdtl20I9)?
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1.3 Metode Penelitian

Metologi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai peneiitian kepustakaan
dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti, dengan
cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan
hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap
asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. (Sunggono, 2009).

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adaiah studi
dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer yang penulis
pergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan,
meliputi {JU Perseroan Terbatas, putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan POJK 4212020. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum
yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi hasil-hasil penelitian,
buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang
mendukung. Kenrudi'aq data y,ang diperoleh diolah daa d.ianalisa secara
kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi uraian
kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawakan secara
ilmiah.

1.4 Kerangka Teori
1.4.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di
bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber
pada Pancasila Can konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan
pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana
perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif
dan represif (Setiono, 2A0q.

1.4.2 TeoriKeseimbangan

Menurut Rouscou Pound pengertian seimbang yaitu keseimbangan antara
kepentingan pribadi dan umum. Seimbang jika dikatakan adil. didasari atas rasa
keadilan.

1.4,3 Teori Ultra Vires

Suatu tindakan digolongkan sebagai ultra vires bukan hanya jika tindakan
itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga
tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku /bertentangan dengan
ketertiban umum. (direksi melakukan tindakan di luar maksud dan tuiuan
perseroan) (Fuady,2002).

2


